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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang 

berkelebihan uang dan mereka yang kekurangan uang. Dalam rangka menjalankan 

peranannya selaku perantara keuangan, artinya menjalankan dua fungsi utama bank, 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.1

Dana atau uang adalah salah satu faktor modal penting untuk menjalankan 

dan mengembangkan suatu usaha ekonomi dan bisnis. Tanpa dana yang cukup, sulit 

kiranya dapat dijalankan dan dikembangkan usaha tersebut, apalagi dalam 

menghadapi persaingan yang semakin ketat dan global.

Untuk memperoleh dan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha bisnis 

dapat diperoleh pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan. Bank merupakan salah 

satu penyalur sumber dana di antaranya dalam bentuk kredit bagi perorangan atau 

badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau kebutuhan produktif. 

Kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan produktif misalnya meningkatkan dan 

memperluas kegiatan usaha dalam sektor perindustrian dan sektor perdagangan. 

Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah. Masyarakat 

dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Perumahan 

Rakyat (KPR). Peranan bank dalam permodalan sangat besar dalam menunjang

Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 79.

1



2

kelangsungan hidup hampir setiap kegiatan usaha agar beijalan lancar, mencapai 

kemajuan serta menunjang tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat hal itu sesuai dengan fungsi utama bank sebagaimana diatur dalam Pasal 

1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan bank terutama 

dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan 

utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen 

pendapatan paling besar dibandingkan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang 

biasa disebut Fee Base Income.2

Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan

pendapatan dan keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit 

kepada nasabah.3

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam 

mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu 

senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh 

landasan yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara

2
Sutamo, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, Oktober 2005,

3 •
Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, PT. 

Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm 3.

hlm 2.
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efisien, sehat, wajar, mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, 

mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan oleh masyarakat, serta mampu 

menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi 

pencapaian sasaran pembangunan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang 

terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiijaatmadja dengan nama Hulp-en 

Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan 

Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi) pada tanggal 16 

Desember 1895. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) tetap konsisten memfokuskan 

pada pelayanan kepada masyarakat kecil, di antaranya dengan memberikan fasilitas 

kredit kepada golongan pengusaha kecil. Salah satu produk Bank Rakyat Indonesia 

yang turut membantu program pemerintah dalam rangka mengembangkan 

kemampuan usaha masyarakat kecil yaitu pemberian kredit bisnis mikro atau lebih 

dikenal dengan kredit umum pedesaan.4

Pemberian kredit umum pedesaan yang dilakukan oleh Bank Rakyat 

Indonesia hanya terpusat pada kantor di setiap Kota yang dikenal disebagai kantor 

unit. Setiap kantor unit Bank Rakyat Indonesia seperti halnya di Kota Inderalaya 

sebagai ibu kota dari Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan turut serta 

dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Inderalaya. Pinjaman kredit atau fasilitas 

pelayanan kredit terhadap masyarakat dan pengusaha kecil dengan salah satu produk

4 http,7/ www,bri,CQ.id /Lavanan/Kupedes.aspx. tanggal 6 Maret 2007, Pukul 11.30 WIB.
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unggulannya berupa Kredit Umum Pedesaan, maka Bank Rakyat Indonesia Unit 

Inderalaya sebagai fasilitator ikut mengembangkan pembangunan di Kota Inderalaya.

Pemberian kredit umum pedesaan oleh bank pada dasarnya harus dilandasi 

keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, 

dan wajib dilakukan atas dasar pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian 

agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, debitur dan 

penyimpan dana. Mengingat kredit yang diberikan bank mengandung resiko dalam 

pengembalian sesuai dengan yang diperjanjikan, makanya sebelum memberikan 

kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap para debitur yang 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kepercayaan dari bank mengandung arti bahwa debitur akan menggunakan 

prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai 

kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada waktu 

tertentu dimasa yang akan datang. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan 

kembali prestasi ini adalah hal yang sangat abstrak karena masa antara pemberian dan 

penerimaan prestasi tersebut dapat beijalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula 

beijalan dalam beberapa tahun. Atas dasar hal tersebut, maka di dalam kredit terdapat 

pengertian Degree of Risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.5

3 Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandunc. 
2003, hlm 371. *
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Dalam praktik perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti 

dengan penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang 

tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Persyaratan 

bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat 

pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil memiliki modal usaha 

sangat terbatas, tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan 

jaminan kredit.

Pemerintah mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit tanpa adanya 

keharusan pemohon kredit memberikan jaminan, akan tetapi pada umumnya 

perbankan tidak memberikan kredit tanpa adanya jaminan.6

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7

tahun 1992 tentang Perbankan mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti 

dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan materil atau inmateril. 

Dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib 

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan 

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembayaran dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk 

memperoleh keyakinan tersebut, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa 

sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

6 Sutamo, Op.Cit, hlm 140.
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Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila 

berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan 

debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau 

hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta 

agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, 

yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank tetap meminta agunan dari 

pemohon kredit selain analisis etika baik dan kemampuan pemohon kredit. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 1 ayat (23) UU No. 10 Tahun 1998 yang mengartikan agunan 

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

Jaminan tambahan ini berupa jaminan materil (berwujud) yang berupa barang-barang 

bergerak atau benda tetap atau jaminan inmateril (tidak berwujud).

Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun agunan tidak merupakan hal yang 

mutlak dalam pemberian kredit namun dalam praktik unsur agunan merupakan faktor 

yang lazim diperhatikan oleh bank, antara lain dengan dipersyaratkannya agunan 

yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang dalam hal debitur tidak memenuhi 

kewajiban pada bank, namun sering terjadi bahwa debitur mengalami kesulitan untuk 

mengembalikan pinjaman, sehingga dapat berakibat pada pihak bank yaitu terjadi 

kredit macet sebagai salah satu bentuk kredit bermasalah.
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Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset Bank. Kredit 

merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu 

para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini 

sehat, dalam arti produktif dan collectable. 7

Kredit yang diberikan pada debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat 

kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau Nonperforming 

Loan (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena 

bank tidak mungkin menghindari hal demikian dan bank hanya dapat menekan 

seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kegiatan aktif fungsi bank kini sudah benar-benar dijiwai oleh idiologi yang 

hidup, karena perkreditan harus ditujukan kepada sasaran kesejahteraan rakyat. 

Kenyataan tersebut adalah sesuai dengan pendapat seorang saijana : “setiap usaha 

apakah itu disektor perindustrian, sektor perdagangan, pertanian atau perhubungan, 

besar atau kecil yang berfungsi sebagai faktor-faktor produksi sehingga melalui kredit 

bank, usaha akan semakin besar dan berkembang“8

Suatu kegiatan bisnis tidak lepas dari aturan hukum yang berlaku sehingga 

masalah perkreditan mengenai kewajiban pengembalian pinjaman oleh 

berhutang sebagaimana Pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

yang

7 Ibid, hlm 263.
8 Muchadarsah Sinungan, Dasar-Dasar Tehnik Manajemen Kredit, PT. Bina Aksara, Jakarta,

1983, hlm ii.
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menentukan; “ Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan 

dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas,, maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul “Penyelesaian Kredit Umum Pedesaan Bermasalah 

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Inderalaya Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas

adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)

bermasalah yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Indralaya ?

2. Upaya-upaya apa untuk penyelamatan dan penyelesaian Kredit Umum

Pedesaan bermasalah yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit

Inderalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab Kredit Umum 

Pedesaan bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Unit Inderalaya.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk penyelamatan dan penyelesaian Kredit

Umum Pedesaan bermasalah dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit 

Inderalaya.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum di bidang perbankan bagi 

kalangan akademika, khususnya yang berkaitan dengan kredit bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kalangan 

praktisi misalnya advokat, penegak hukum serta masyarakat umum serta di 

lingkungan perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka 

atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tertier.9

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam membahas pokok 

permasalahan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan 

mengidentifikasi masalah perbankan tentang kredit bermasalah pada Bank Rakyat 

Indonesia yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang

cara

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
1986, hlm 52.
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berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu juga, 

dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang.

3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah dan hasil

penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri

dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

Bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui penelitian 

kepustakaan (library research), sedangkan informasi sebagai penunjang diperoleh 

dengan melalui penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan 

kepada petugas di instansi Bank Rakyat Indonesia Unit Inderalaya.

wawancara
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4. Analisis Bahan Penelitian

Bahan penelitian dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan

menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, artinya bahan dan informasi yang

dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis

untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan.
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